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BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
4.1.1 Peran Ketua Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat
di Desa Berinang di simpulkan sebagai berikut :
a. Faktor penyebab sengketa
1. Batas tanah ulayat yang kurang jelas atau tidak pasti
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya batas-
batas tanah ulayat
3. Penyerobotan tanah akibat bertambahnya penduduk
4. Tidak adanya dokumen atau pelaku sejarah tanah ulayat
b. Peran Ketua Adat menyelesaikan sengketa
1. Sebagai Hakim perdamaian dalam persidangan adat.
2. Sebagai pengambil keputusan adat yang mengikat
pihak-pihak yang bersengketa.
c. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang
terjadi adalah sebagai berikut:
1. Sebelum melakukan perundingan Pasirah meminta ijin
kepada Panaraga/Pamane (Kepala Dusun) dan Kepala
Desa.
2. Memanggil semua pengurus adat.

3. Memanggil para pihak yang bersengketa
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4. Memanggil para saksi yang akan menjadi saksi dalam
pengambilan keputusan ketua adat.
5. Memberikan putusan bagi pihak yang bersengketa.
4.1.2 Hambatan pihak-pihak yang bersengketa dan Ketua Adat
(Pasirah) dalam penyelesaian sengketa:

1. Batas-batas tanah ulayat yang kurang jelas/tidak pasti,yang
biasanya batas tanah ulayat ini hanya menggunakan batas batu
besar,batas sungai,pohon besar,bukit,dan perlunya membuat
patok atau batas tanah.

2. Tidak adanya dokumen atau pelaku sejarah yang mengetahui
keberadaan tanah ulayat

4.2. Saran
Adapun saran-saran yang akan penulis kemukan adalah:

1. Ketua adat dan masyarakat bersamaan perlu membuat batas-batas tanah
ulayat tidak berupa batas-batas alam saja seperti batas sungai, batu, atau
pohon besar, tetapi masyarakat perlu juga membuat patok yang berbentuk
nyata.

2. Ketua adat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, agar setiap
masayarakat yang bersengketa dapat hadir untuk mengadakan
musyawarah, dan menyelesaikan sengketa secara damai.

3. Sekertaris adat harus membuat dokumen tertulis supaya masyarakat adat
mengetahui keberadaan tanah ulayat dan setiap peristiwa atau terjadi

sengketa bisa di catat atau di dokumentasikan.
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